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ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance, leverage,
company size, and disclousure ofcorporate social responsibilityagainst tax
avoidance. The dependent variable used in this research was the practice of tax
avoidance proxied by the effective tax rate (ETR), while the independent variable
was institutional ownership, independent commissioner, the audit committe,
leverage, company size and corporate social responsibility (CSR). The sample
used in this study were mining companies non oil and gas listed in Indonesia
Stock Exchange for period of 2013-2016 is based on criteria that have been set.
The sampling method used is purposive sampling and testing this hypothesis using
multiple linear regression analysis. The result of this study showed that
independent commisioner, leverage and size company have significant effect on
tax avoidance, but the variable institutional ownership, audit commite and CSR
did not affect on tax avoidance.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan konstribusi
wajib kepada negara dengan orang
pribadi dan badan sebagai yang
terutang dengan tidak mendapat
imbalan secara langsung serta
bersifat memaksa dan
pemungutannya berdasarkan pada

Undang-Undang. Pajak digunakan
untuk pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan  dan  kemakmuran
rakyat. Pajak merupakan tulang
punggung penerimaan negara. Pada
tahun 2017, pemerintah
menganggarkan pendapatan negara
sebesar Rp. 1.750,3 triliun dimana
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penerimaan perpajakan mencapai Rp
1.489,9 triliun, 85,6% dari total
pendapatan negara (APBN, 2017).
Tingginya penerimaan negara yang
ditargetkan dalam penerimaan pajak
membuat pemerintah memberikan
perhatian ~ khusus  di  bidang
perpajakan, agar penerimaan negara
dapat terealisasi sesuai target yang
diinginkan.

Seperti  halnya pemerintah,
perusahaan juga menaruh perhatian
yang lebih pada masalah perpajakan.
Menurut Suandy (2016) kebanyakan
wajib pajak badan (perseroan) masih
mengidentikkan pembayaran pajak
sebagai beban sehingga akan
berusaha untuk meminimalkan beban
tersebut guna mengoptimalkan laba.
Upaya dalam melakukan
penghematan pajak secara legal
dapat dilakukan dengan manajemen
pajak (perencanaan pajak) melalui
tindakan penghindaran pajak atau tax
avoidance.

Tax avoidance adalah strategi
dan teknik penghindaran pajak
dilakukan secara legal dan aman bagi
wajib pajak karena tidak
bertentangan  dengan  ketentuan
perpajakan. Metode dan teknik yang
digunakan adalah dengan
memanfaatkan  kelemahan (grey
area) yang terdapat dalam undang-
undang dan peraturan perpajakan itu
sendiri (Pohan, 2016:14).

Fenomena penghindaran
pajak di Indonesia dapat dilihat dari
rasio pajak Negara Indonesia. Rasio
pajak  menunjukan  kemampuan
pemerintah dalam mengumpulkan
pendapatan pajak atau menyerap
kembali PDB dari masyarakat dalam
bentuk pajak. Semakin tinggi rasio
pajak suatu negara, maka semakin
baik Kinerja pemungutan pajak
negara tersebut. Rasio pajak Negara

Indonesia selama 4 tahun terakhir
mengalami penurunan dimana pada
tahun 2016 rasio pajak Indonesia
hanya sebesar 10,4%, angka tersebut
menurun dari tahun 2015 vyakni
10,8%, sebelumnya pada tahun 2014
sebesar 10,9%, bahkan pada tahun

2013 mencapai 11,3%
(http://republika.co.id/2017) . Rasio
tersebut menunjukan bahwa

pendapatan Indonesia yang berasal
dari pajak belum optimal. Jika
dibandingkan dengan negara di Asia
Tenggara yang rata-rata rasio
pajaknya 15%-16% dari PDB, rasio
pajak Indonesia merupakan yang
terendah. Hal ini mengindikasikan
adanya aktivitas penghindaran pajak,
sehingga penerimaan pajak negara
Indonesia masih belum optimal .

Dari sektor pertambangan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
menyelidiki  kasus  penghindaran
pajak yang dilakukan PT. Kaltim
Prima Coal (KPC), dimana awal
mula kasus berawal dari surat
pemberitahuan (SPT) KPC tahun
pajak 2007 yang disetor ke kantor
pajak pada maret 2008. Pada SPT itu,
KPC mengklaim bahwa
perusahaannya telah lebih bayar
pajak sebesar Rp 30 miliar. Artinya,
KPC meminta Negara mengganti
kelebihan  pembayaran  tersebut.
Karena adanya klaim lebih bayar dan
jumlahnya  besar maka DJP
melakukan  pemeriksaan.  Hasil
pemeriksaan DJP, ditemukan adanya
indikasi tindak penghindaran pajak
berupa rekayasa penjualan yang
dilakukan KPC pada 2007. Penjualan
yang seharusnya bisa dilakukan
langsung oleh  KPC  dengan
pembelian luar negeri, dibelokan
terlebih dahulu ke PT. Indocoal
Resource Limited, anak usaha PT.
Bumi Resources Tbk, di Kepulauan
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Cayman. Perusahaan terafiliasi itu
hanya dihargai separuh dari harga
yang biasa dilakukan jika KPC
menjual langsung kepada pembeli.
Berikutnya penjualan ke pembeli
lainnya dilakukan oleh Indocoal
dengan memakai harga jual KPC
biasanya. Akibatnya omset penjualan
batu bara KPC jauh lebih rendah dari
perhitungan sebenarnya jika itu
dijual  langsung. Selisih  yang
diakibatkan diperkirakan menyampai
triliunan. Rendahnya omset
penjualan  diduga menyebabkan
kewajiban pajak KPC cukup rendah
atau bahkan lebih bayar
(www.tempo.co) .

Dari  beberapa penelitian
terdahulu terdapat beberapa hal yang
mempengaruhi penghindaran pajak
diantaranya penerapan corporate

governance, leverage, ukuran
perusahaan  dan  pengungkapan
corporate social

responsibility.Corporate governance
merupakan tata kelola perusahaan
yang menjelaskan hubungan antara
berbagai partisipan dalam
perusahaan yang menentukan kinerja
perusahaan (Haruman, 2008 dalam
Annisa dan Kurniasih,
2012).Diterapkannya corporate
governance pada suatu perusahaan
merupakan kesuksesan dalam
pengelolaan perusahaan sehingga
laporan keuangan yang dihasilkan
terjamin kualitasnya. Tata kelola
perusahaan yang baik mencerminkan
suatu  perusahaan  dalam  hal
manajemen sehat dan transparan.
Namun banyaknya perusahaan yang

melakukan  penghindaran  pajak
membuktikan ~ bahwa  corporate
governance  belum  sepenuhnya

dilakukan dengan baik (Maharani
dan Suardana, 2014).

Leverage (struktur utang)
merupakan rasio yang menunjukan
besarnya utang yang dimiliki oleh
perusahaan untuk membiayai
aktivitas operasinya. Penambahan
jumlah utang akan mengakibatkan
munculnya beban bunga yang harus
dibayar oleh perusahaan. Komponen
beban bunga akan mengurangi
penghasilan kena pajak perusahaan,
sehingga beban pajak yang harus
dibayar perusahaan akan menjadi
berkurang (Darmawan dan Sukartha,
2014).

Ukuran perusahaan adalah
suatu skala dimana dapat
diklasifikasikan besar kecil
perusahaan berdasarkan beberapa
cara diantaranya total aktiva,
penjualan, log size, nilai pasar
saham, kapitalisasi pasar dan lain-
lain. Perusahaan yang
diklasifikasikan sebagai perusahaan
besar cenderung  meminimalkan
tindakan pajak agresif  karena
ketatnya pengawasan oleh otoritas
publik (Tandean, 2015).

Undang-undang No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas
menyatakan bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Corporate social
responsibility (CSR)  merupakan
suatu bentuk komitmen bisnis untuk
bertindak secara etis, berkontribusi
pada pembangunan ekonomi, dan
meningkatkan kualitas hidup pekerja
dan masyarakat pada umumnya
(Holme dan Watts, 2006 dalam
Dharma dan Noviary, 2017).

Berdasarkan latar belakang
penelitian diatas, maka rumusan
masalah yang dibuat adalah: 1)
Apakah kepemilikan institusional
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berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance ? 2) Apakah komisaris
independen berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance? 3) Apakah
komite audit berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance ? 4) Apakah
leverage berpengaruh  signifikan
terhadap tax avoidance? 5) Apakah
ukuran  perusahaan  berpengaruh
signifikan terhadap tax avoidance ?
6) Apakah corporate  social
responsibility berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance?

Tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:1) Untuk
membuktikan pengaruh kepemilikan
institusional terhadap tax avoidance.
2) Untuk membuktikan pengaruh
komisaris independen terhadap tax
avoidance.3) Untuk membuktikan
pengaruh komite audit terhadap tax
avoidance.4) Untuk membuktikan
pengaruh leverage terhadap tax
avoidance. 5) Untuk membuktikan
pengaruh ukuran perusahaan
terhadap tax avoidance. 6) Untuk
membuktikan pengaruh corporate
social responsibility terhadap tax
avoidance.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax avoidance

Penghindaran pajak adalah
rekayasa “tax affairs” yang masih
tetap berada yang masih tetap berada
berada dalam bingkai ketentuan
perpajakan (lawful). Penghindaran
pajak dapat terjadi didalam bunyi
ketentuan atau tertulis di undang-
undang dan berada dalam jiwa dari
undang-undang atau dapat juga
terjadi dalam bunyi ketentuan
undang-undang tapi  berlawanan
dengan jiwa undang-undang
(Suandy, 2016:8).

Menurut Pohan (2016:14) Tax
avoidance adalah strategi dan teknik
penghindaran pajak dilakukan secara
legal dan aman bagi wajib pajak
karena tidak bertentang dengan
ketentuan perpajakan. Metode dan
teknik yang digunakan adalah
dengan memanfaatkan kelemahan
(grey area) yang terdapat dalam
undang-undang dan peraturan
perpajakan  itu  sendiri,  untuk
memperkecil jumlah pajak yang
terutang.

Kepemilikan Institusional

Pohan (2009) menyatakan
bahwa kepemilikan saham
institusional adalah persentase saham
yang  dimiliki institusi ~ dan
kepemilikan  blockholder,  vyaitu
kepemilikan individu atau atas nama
perorangan diatas 5% tetapi tidak
termasuk dalam golongan
kepemilikan insider atau manejerial.

Berdasarkan hasil penelitian
Rahmawati et al (2016) Kepemilikan
institusional ini memiliki pengaruh
terhadap kegiatan tax avoidance. Hal
ini dikarenakan semakin tingginya
kepemilikan institusional  akan
semakin mengoptimalkan
pengawasan terhadap Kinerja para
manajemen dalam memonitor setiap
keputusan yang diambil oleh pihak
manajemen selaku pengelola
perusahaan. Hal ini tentu dapat
mengurangi tindakan penghindaran
pajak yang akan  dilakukan
perusahaan.

H: : Kepemilikan Institusional
berpengaruh terhadap Tax avoidance

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014, dewan komisaris
adalah organ emiten atau perusahaan
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publik yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau
Khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta  memberi nasehat kepada
direksi. Sedangkan komisaris
independen adalah anggota dewan
komisaris yang berasal dari luar
emiten atau perusahaan publik dan
memenuhi  persyaratan  sebagai
komisaris independen. Dewan
komisaris paling kurang berjumlah 2
orang anggota yang mana 1
diantaranya adalah komisaris
independen, jika anggota dewan
komisaris lebih dari 2 orang maka
jumlah komisaris independen wajib
paling kurang 30% dari jumlah
seluruh anggota dewan komisaris.
Berdasarkan hasil penelitian
dari Maharani dan Suardana (2014)
keberadaan dewan komisaris
independen efektif dalam usaha
mencegah tindakan tax avoidance.
Komisaris independen dalam dewan
komisaris mampu  meningkatkan
pengawasan kinerja direksi. Dimana
dengan semakin banyaknya
komisaris independen maka
pengawasan manajemen akan
semakin ketat. Dengan adanya
pengawasan dari komisaris
independen diharapkan perusahaan
menghindari tindakan tax avoidance.
H> : Komisaris Independen
berpengaruh terhadap Tax avoidance

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit
dinyatakan bahwa Komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada
dewan komisaris dalam membantu
melaksanakan tugas dan fungsi

dewan komisaris. Komite audit wajib
dimiliki oleh emiten atau perusahaan,
paling sedikit terdiri dari 3 orang
anggota yang berasal dari komisaris
independen dan pihak dari luar
perusahaan, komite audit diketual
oleh komisaris independen.

Hasil  penelitian  Tandean
(2015) Komite audit berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran
pajak dimana semakin banyaknya
jumlah  komite  audit  dalam
perusahaan  maka  pengendalian
kebijakan keuangan akan semakin
ketat sehingga  sulit untuk
dilakukannya tax avoidance.

Hs:  Komite Audit berpengaruh
terhadap Tax avoidance.

Leverage

Kasmir (2016:112)
menyatakan leverage  merupakan
rasio yang digunakan  untuk

mengukur sejauh  mana aktivitas
perusahaan dibiayai dengan hutang.
Artinya berapa besar beban hutang
yang ditanggung perusahaan
dibandingkan dengan aktivanya.

Hasil penelitian Waluyo et.al
(2015) leverage berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran
pajak dimana  perusahaan yang
memiliki  rasio leverage tinggi
identik melakukan penghindaran
pajak. Perusahaan yang memiliki
hutang yang tinggi mengakibatkan
beban bunga dari hutang tersebut
juga akan meningkat, dari tingginya
beban bunga yang ditanggung
perusahaan  dapat  dimanfaatkan
sebagai pengurang laba kena pajak
agar pajak terutang semakin rendah.
Has: Leverage berpengaruh terhadap
Tax avoidance.

Ukuran Perusahaan
Menurut  Tandean  (2015)
ukuran perusahaan adalah suatu skala
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dimana dapat diklasifikasikan besar
kecil perusahaan menurut beberapa
cara, antara lain : total aset,
penjualan bersih dan kapitalisasi
pasar. Perusahaan yang memiliki
total aktiva besar menunjukan bahwa
perusahaan tersebut telah mencapai
tahap kedewasaan dimana dalam
tahap ini arus kas perusahaan sudah
positif dan dianggap memiliki
prospek yang baik dalam jangka
waktu yang relatif lama.

Aktivitas  tax  avoidance
merupakan suatu strategi pajak yang
dilakukan perusahaan dalam
meminimalkan beban pajak,
sehingga kegiatan ini memunculkan
resiko bagi perusahaan diantaranya
denda dan buruknya reputasi
perusahaan dimata publik.
Perusahaan besar akan menjadi
sorotan pemerintah, sehingga
menimbulkan kecenderungan bagi
para manajer perusahaan untuk
berlaku patuh terhadap perpajakan
atau cenderung tidak terlalu agresif
dalam melakukan tindakan tax
avoidance. Semakin besar ukuran
perusahaan, maka perusahaan akan
lebih  mempertimbangkan  risiko
dalam mengelola beban pajaknya
(Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Hasil penelitian Swingly dan
Sukartha (2015) menunjukan bahwa
makin besar perusahaan maka makin
rendah tindakan tax avoidance yang
dilakukan.

Hs: Ukuran  Perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap Tax
avoidance.

Corporate  social
(CSR)

Corporate social responsibility
(CSR) merupakan bentuk tanggung
jawab perusahaan terhadap
lingkungannya bagi  kepedulian

responsibility

sosial maupun tanggung jawab
lingkungan dengan tidak
mengabaikan ~ kemampuan  dari
perusahaan (Untung, 2014:1).

Pengungkapan CSR bertujuan
untuk mendapatkan legitimasi positif
dari masyarakat. Perusahaan dengan
citra yang baik berusaha untuk
mempertahankannya.  Salah  satu
upayanya adalah dengan mengurangi
atau tidak melakukan tindakan
penghindaran pajak yang dapat
merusak citra yang sudah baik
tersebut (Lionita dan Kusbandiyah,
2017).

Hasil penelitian Dharma dan
Noviari (2017) menyatakan semakin
tinggi pengungkapan CSR suatu
perusahaan, semakin rendah praktek
penghindaran pajak perusahaan.

He: Corporate social
responsibility berpengaruh terhadap
Tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan sektor
pertambangan non migas Yyang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2013-2016. Seluruh populasi
dijadikan sampel. Namun perusahaan
yang tidak sesuai dengan Kkriteria
yang ditetapkan peneliti  akan
dikeluarkan dari sampel. Adapun
kriteria yang digunakan dalam
menentukan sampel penelitian ini
adalah :

a. Perusahaan pertambangan non
migas terdaftar di BEI periode
2013 sampai 2016.

b. Selama  periode pengujian
perusahaan tidak delisting.

c. Perusahaan pertambangan non
migas mempublikasikan laporan
keuangan dengan jelas dan
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lengkap untuk tahun 2013 — 2016
secara berturut-turut.

d. Perusahaan tidak mengalami
kerugian selama periode
penelitian.

e. Perusahaan dengan nilai ETR
positif
Jenis data yang digunakan adalah

data sekunder yang berbentuk
laporan keuangan lengkap bersumber
dari website bursa efek indonesia,
laporan berkelanjutan
perusahaan,data icmd , studi literatur
dan pustaka yang berkaitan dengan
masalah penelitian, serta penelitan —
penelitian terdahulu.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis
data yang dilakukan meliputi analisis
deskriptif dan analisis statistika.
Analisis deskriptif ini menggunakan
statistik deskriptif ~ (minimum,
maksimum, rata-rata dan standard
deviasi). Pada analisis statistika
penelitian ini menggunakan analisis
regresi linear berganda. Metode
analisis data pada penelitian ini

digunakan untuk mengetahui
pengaruh  dari  variabel-variabel
independen terhadap variabel
dependen.

Pengujian hipotesis regresi
digunakan untuk mengetahui apakah
variabel bebas berpengaruh terhadap
variabel terikat. Uji yang dilakukan
adalah uji t (t-tes). Uji t
membandingkan t hitung dengan t
tabel yaitu bila t hitung > t tabel
berarti variabel bebas mempunyai
pengaruh terhadap variabel terikat.
Sebaliknya jika t hitung < t tabel
maka  variabel bebas  tidak
mempunyai  pengaruh  terhadap
variabel terikat, dengan tingkat
kepercayaan a sebesar 0,05 (5%).

Definisi Operasional dan

Pengukuran Variabel

1. Tax avoidance
ETR merupakan ukuran yang
berbasis laporan laba rugi yang
umumnya  dapat  mengukur
efektifitas dari pengurang pajak
yang dilakukan perusahaan yang
mengarahkan pada laba setelah
pajak yang tinggi. Dengan rumus
sebagai berikut :

Beban Pajak

Laba Sebelum
Pajak

2. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah
proporsi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pemilik institusi dan
blockholders pada akhir tahun
yang  diukur  menggunakan
persentase. Dengan  rumus
sebagai berikut :
Kepemilikan institusional =
Jumlah saham institusi +
Jumlah saham
blockholders
Jumlah  saham  yang
beredar

ETR

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah
anggota komisaris yang tidak
memiliki ~ hubungan  afiliasi
dengan  anggota  komisaris
lainnya, anggota dewan direksi
dan pemegang saham pengendali.
Proporsi dewan komisaris
independen dapat diukur dengan
rumus:
Komisaris independen =
Jumlah anggota komisaris
independen

Jumlah seluruh anggota

dewan komisaris

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dan bertanggung
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jawab kepada dewan komisaris
dalam membantu melaksanakan
tugas dan  fungsi  dewan
komisaris.

Pengukuran yang digunakan
adalah jumalah komite audit
dalam suatu perusahaan.

5. Leverage
Leverage adalah rasio yang
mengukur kemampuan

perusahaan baik jangka panjang
maupun jangka pendek untuk
membiayai aktiva perusahaan.
Leverage diukur dengan rumus
sebagai berikut:

Rasio Total
hutang = _hutang
g Total aset

6. Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu
skala yang menunjukan besar
atau kecilnya suatu perusahaan.
Dengan rumus :
UP = Ln (total aset)

7. Corporate social responsibility
(CSR)
Pengukuran Corporate social
responsibility dilakukan dengan
menggunakan check list pada
data dari Global Reporting
Initiative  (GRI  4). Jumlah
pengungkapan item yang
diharapkan untuk diungkapkan
perusahaan sebanyak 91 item.
Dengan rumus :

CsRIj= X1
nj

CSRIj : indeks luas
pengungkapan tanggung jawab
social dan lingkungan perusahaan
J
Nj : jumlah item yang perlu
diungkapkan, nj<91
Xij : jumlah item yang
diungkapkan, nilai 1 = jika item i
diungkapkan, nilai 0 = jika item i
tidak diungkapkan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif

Dari tabel hasil deskriptif
statistik, maka dapat diperoleh
gambaran dari tiap variabel yang
diteliti sebagai berikut, variabel Tax
avoidance (ETR) memiliki nilai rata-
rata 0,3350 dengan standar deviasi
0,0962. Variabel kepemilikan
institusional memiliki nilai rata-rata
0,6896 dengan standar deviasi
0,1350. Variabel komisaris
independen memiliki nilai rata-rata
0,4087 dengan standar deviasi
0,1147. Variabel komite audit
memiliki  nilai rata-rata 3,2187
dengan standar deviasi 0,42. Variabel
leverage memiliki nilai rata-rata
0,3715 dengan standar deviasi
0,1181. Variabel ukuran perusahaan
memiliki nilai rata-rata 16,0515
dengan standar deviasi 1,3296.
Variabel corporate social
responsibilitymemiliki nilai rata-rata
0,2942 dengan standar deviasi
0,2059.

Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini telah
dilakukan uji normalitas data dengan
menggunakan uji one sample
kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian
normalitas data menunjukan nilai
Asymp. Sig. (0,887) > a (0,05), hasil
ini dapat disimpulkan bahwa model
regresi memenuhi asumsi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi  klasik adalah
pengujian yang dilakukan dengan
asumsi  statistik yang diperluka
sebagai syarat dalam melakukan
analisis regresi linear berganda yaitu:
uji multikolonieritas, uji
heteroskedasitas dan uji
multikolonieritas.
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Uji multikolonieritas

Berdasarkan hasil perhitungan
statistik ~yang telah dilakukan
didapatkan hasil keenam variabel
bebas memiliki nilai tolerance > 0,10
dan VIF < 10.00, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi
tersebut bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Dalam penelitian ini  untuk
mendeteksi adanya gejala
heteroskedasitas dilakukan dengan
metode Scatter Plot. Grafik Scatter
plotmenunjukan tidak adanya pola
yang jelas, serta titik-titiknya
menyebar maka dapat disimpulkan
pada data penelitian tidak terjadi
heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini diketahui nilai
Durbin Watson sebesar 1,690, ini
berarti nilai Durbin Watsonberada di
antara -2 sampai +2 Maka dapat
disimpulkan bahwa dalam penelitian
ini tidak terdapat autokorelasi.
Artinya bahwa variabel independent
dalam penelitian ini tidak terganggu
atau terpengaruhi oleh variabel

pengganggu.

Hasil Pengujian Hipotesis
1. Kepemilikan Institusional

Berpengaruh terhadap Tax

avoidance

Berdasarkan hasil pengujian yang
dilakukan, dapat diketahui nilai t
hitung untuk kepemilikan
institusional sebesar -1.363, dengan
nilai sig. (0,185> 0,05), nilai t hitung
akan dibandingkan dengan nilai t
tabel. Kriteria pengambilan
keputusannya adalah karena
besarnya t hitung 1.363< t tabel
(2,059), artinya Ha; ditolak dan Ho:
diterima, Dengan demikian dapat

diambil kesimpulan bahwa
kepemilikan institusional  tidak
berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidanceperusahaan pertambangan
non migas yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2016. Maka hipotesis
pertama yang menyatakan:
“kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap tax avoidance”
ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian yang dilakukan oleh
Annisa dan Kurniasih (2012) yang
menyatakan bahwa kepemilikan
institusional  tidak  berpengaruh
terhadap tax avoidance, tetapi hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian  Pohan  (2008) yang
menyatakan bahwa kepemilikan
institusi berpengaruh terhadap tax
avoidance.

2. Komisaris Independen
Berpengaruh terhadap Tax
avoidance
Berdasarkan hasil pengujian yang

dilakukan, dapat diketahui nilai t

hitung untuk komisaris independen

sebesar 2.473, dengan nilai sig.

(0.021< 0,05), nilai t hitung akan

dibandingkan dengan nilai t tabel.

Kriteria pengambilan keputusannya

adalah karena besarnya t hitung

2.474> t tabel (2,059), artinya Ha
diterima dan Ho. ditolak, Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa komisaris independen
berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidanceperusahaan pertambangan
non migas yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2016. Maka hipotesis
pertama yang menyatakan:
“komisaris independen berpengaruh
terhadap tax avoidance” diterima.
Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang
dilakukan oleh Pohan (2008) yang
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menyatakan bahwa komisaris
independen  berpengaruh terhadap
tax avoidance, tetapi hasil penelitian
ini berbeda dengan hasil penelitian
Annisa dan Kurniasih (2012) yang
menyatakan bahwa komisaris
independen tidak  berpengaruh
terhadap tax avoidance.

3. Komite Audit Berpengaruh
terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian
yang dilakukan, dapat diketahui nilai
t hitung untuk komite audit sebesar
0,232, dengan nilai sig. (0,819>
0,05), nilai t  hitung akan
dibandingkan dengan nilai t tabel.
Kriteria pengambilan keputusannya
adalah karena besarnya t hitung
0,232< t tabel (2,059), artinya Hos
diterima dan Hasditolak, Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa komite audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidanceperusahaan pertambangan
non migas yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2016. Maka hipotesis
ketiga yang menyatakan: ‘“komite

audit  perusahaan berpengaruh
terhadap tax avoidance”
ditolak.Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian yang
dilakukan oleh Swingly dan Sukartha
(2015) yang menyatakan bahwa
komite audit tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance, tetapi hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian  Pohan  (2008) yang
menyatakan bahwa komite audit
berpengaruh terhadap tax avoidance.

4. Leverage Berpengaruh
terhadap Tax avoidance
Berdasarkan hasil pengujian yang

dilakukan, dapat diketahui nilai t

hitung untukleverage sebesar -2,587,

dengan nilai sig. (0,016< 0,05), nilai

t hitung akan dibandingkan dengan
nilai t tabel. Kriteria pengambilan
keputusannya adalah karena
besarnya t hitung 2,587> t tabel
(2,059), artinya Has diterima dan Hos
ditolak, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa leverage
berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidanceperusahaan pertambangan
non migas yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2016. Maka hipotesis
keempat yang menyatakan:
“leverageberpengaruh terhadap tax
avoidance” diterima. Penelitian ini
sesuai dengan penelitian yang
dilakukan Waluyo et al (2015) yang
menyatakan leverage mempengaruhi
tax avoidance, tetapi hasil penelitian
ini berbeda dengan hasil penelitian
Darmawan dan Sukartha (2014) yang
menyatakan bahwa leverage tidak
berpengaruh terhadap tax avoidance.

5. Ukuran Perusahaan
Berpengaruh terhadap Tax
avoidance
Berdasarkan hasil pengujian yang

dilakukan, dapat diketahui nilai t

hitung untuk ukuran perusahaan

sebesar 2,176, dengan nilai sig.

(0,039< 0,05), nilai t hitung akan

dibandingkan dengan nilai t tabel.

Kriteria pengambilan keputusannya

adalah karena besarnya t hitung

2,176> t tabel (2,059), artinya Has
diterima dan Hos ditolak, dengan
demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidanceperusahaanpertambangan

non migas yang terdaftar di BEI
tahun 2013-2016 . Maka hipotesis
kelima yang menyatakan: “ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap tax
avoidance” diterima. Penelitian ini
sesuai dengan penelitian yang
dilakukan Budiman dan
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Setiyono(2012) dan Kurniasih dan
Sari (2013) yang menyatakan ukuran
perusahaan ~ mempengaruhi  tax
avoidance, tetapi hasil penelitian ini
berbeda dengan hasil penelitian
Tandean (2015) yang menyatakan
bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap tax avoidance.

6. CSR Berpengaruh terhadap
Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian
yang dilakukan, dapat diketahui nilai
t hitung untuk CSR sebesar -2,009,
dengan nilai sig. (0,055< 0,05), nilai
t hitung akan dibandingkan dengan
nilai t tabel. Kriteria pengambilan
keputusannya adalah karena
besarnya t hitung 2,009 < t tabel
(2,059), artinya Hae ditolak dan Hos
diterima, dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa CSR
tidak berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidanceperusahaan
pertambangan non migas yang
terdaftar di BEI tahun 2013-2016.
Maka hipotesis keeenam yang
menyatakan: “CSRberpengaruh
terhadap tax avoidance” ditolak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Wijayanti et al (2016) yang
menyatakan CSR tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance, tetapi hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian Rahmawati et al (2016)
dan Dharma dan Noviari (2017) yang
menyatakan bahwa csr berpengaruh
terhadap tax avoidance.

Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil pengujian yang
dilakukan diperoleh nilai adjusted R
square (R?) sebesar 0,291 dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
tax avoidance dapat dijelaskan oleh
variabel kepemilikan institusional,

komisaris independen, komite audit,
leverage, ukuran perusahaan dan csr
berpengaruh sebesar 29,1%,
sedangkan sisanya 70,9%
menggambarkan  variabel  bebas
lainnya yang tidak diamati pada
penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN
DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh
dari pengolahan dan analisis data
dengan menggunakan SPSS 20,
maka bisa diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis pertama (H1) diketahui
bahwa variabel kepemilikan
institusional tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance.

2. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis kedua (H2) diketahui

bahwa  variabel komisaris
independen berpengaruh
signifikan terhadap tax
avoidance.

3. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis ketiga (H3) diketahui
bahwa variabel komite audit
tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance.

4. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis keempat (H4)
diketahui bahwa  variabel
leverage berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance.

5. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis kelima (H5) diketahui

bahwa variabel ukuran
perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap tax
avoidance.

6. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis keenam (H6) diketahui
bahwa variabel CSR tidak
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berpengaruh
avoidance.

terhadap  tax

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini  terdapat

beberapa keterbatasan yang masih

harus direvisi pada penelitian
selanjutnya.  Keterbatasan dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya
menggunakan sampel perusahaan
pertambangan non migas yang
terdaftar di BEI dengan jangka
waktu 4 tahun dari 2013-2016
yang dipilih berdasarkan criteria
tertentu.

2. Variabel independen  yang
digunakan dalam penelitian ini
hanya 6 variabel. Sehingga
variable dependen yang dapat
dijelaskan oleh variable
independen dalam penelitian ini
hanya sebesar 29,1 %, sedangkan
sisanya sebesar 70,9%
dipengaruhi oleh variable
lainyang tidak dimasukan dalam
penelitian ini.

Saran
Berdasarkan ~ kesimpulan  dan
keterbatasan penelitian maka saran
yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat
menambahkan rentang waktu
yang lebih lama agar hasil yang
diperoleh akan lebih
menjelaskan gambaran kondisi
sesungguhnya.

2. Penelitian selanjutnya dapat
menambahkan beberapa
variable lain yang dapat
mempengaruhi tax avoidance,
sehingga kemampuan hasil
penelitian semakin baik.
Variable lain yang disarankan
untuk dimasukan ke penelitian

selanjutnya adalah
profitabilitas, intensitas modal,
ROA, kompensasi rugi fiskal,
kualitas audit, kepemilikan
manjerial dan lain-lain.

3. Penelitian selanjutnya dapat
memperluas sampel penelitian
pada sektor perusahaan lain,
misalnya manufaktur,
perbankan dan lain-lain.
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